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WALI KOTA TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  26  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 100 TAHUN 2020 

TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA TASIKMALAYA, 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesadaran dan 
kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan, meringankan beban 
masyarakat dan meningkatkan penerimaan Daerah 

dari sektor perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak 

Reklame, maka perlu melaksanakan penghapusan 
sanksi administratif Pajak Daerah; 

  b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang 
cukup strategis dalam upaya meningkatkan 

kemampuan keuangan daerah guna membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

diperuntukkan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran masyarakat Kota Tasikmalaya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi 

Administratif Pajak Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 3262) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 5  Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
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Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4953); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4117); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 

tentang Ketentutan Umum dan Tata Cara 
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5950); 

6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 

2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun  2019 Nomor 2); 

7. Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi 
Administratif Pajak Daerah (Berita Daerah Kota 

Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 100); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 100 TAHUN2020 
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI 

ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH. 
 

Pasal I 

Ketentuan BAB V Pasal 5 dalam Peraturan Wali Kota 

Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2020 tentang  Tata 
Cara Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah  
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(Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 

100), diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 5 

(1) Penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah 
diperuntukan bagi Wajib Pajak yang memiliki Pajak 

yang terutang, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. untuk PBB P2, yang tahun pajaknya sampai 

dengan tahun 2020; dan 

b. untuk Pajak Reklame, yang jatuh temponya 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. 

(2) Penghapusan sanksi administratif PBB P2 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan sampai batas waktu tanggal 31 
Desember 2021. 

 
 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya. 

 

 

Ditetapkan di Tasikmalaya 
pada tanggal 30 september 2021             

WALI KOTA TASIKMALAYA, 
 

 
TTD 

 

H. MUHAMMAD YUSUF 
 

 

Diundangkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 30 september 2021 
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 
 

                              TTD 
 

  
       H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN 

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 26 


